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Mcenimbang

Mengingat

ca.

BUPATI ACEH TAMIANG,

bahwa scsuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan
Dacrah schagaimana telah diubah bcberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangai: Daerah,
Kepala Dacrah mempunyail kewajiban menyusun dan
menyampaikan Rancangan (Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja RKabupaten Acch Tiémiang
Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan  Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sebagal salah satu
bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan;

berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana dimaksud
pada hurut a, perln membentuk Qanun  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Acch Tamiang

Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (0) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 735, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang .



10.

11.

]
g
1

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Acch Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Acch Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Acch Tamiang di  Propinsi
Nanggroc Acch Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kceuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pcemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemcrintahan  Acch  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusti Dacrah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 teniang Desa
{Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54935);

12. Undang-Undang...
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23.

24.

25.

26,
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Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambuahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyeclenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Dacrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah, dan Informast Penyelenggaraan Pemerintah
Dacrah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Pcraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S165;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 t{entang
Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pcmecerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pcngelolaan  Keuangan Daerah ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan..
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Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas,;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a.

b.

Pendapatan Rp. 1.201.824.622.623,03
Belanja Rp. 1.193.037.028.709,29
Surplus/(delisit) Rp. 8.787.593.913,74
Pembiayaan:

- Pencrimaan Rp. 18.805.114.609,57
- Pengeluaran Rp. 3.000.000.000.,00
Pembiayaan Netto Rp. 15.805.114.609,57
SiLPA Rp. 24.592.708.523,31

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 scbagaimana berikut :

€,

selisih anggaran dengan rcalisasi pendapatan sejumlah
Rp. 26.567.529.352,97, dengan rincian scbagai berikut:

1. anggaran pecndapatan :
setelah perubahan Rp. 1.228.392.151.976,00
2. realisasi Rp. 1.201.824.622.623,03
sclisih lebih/ (kurang) Rp. 26.567.529.352,97

selisih anggaran dengan rcalisasi belanja sejumlah

Rp.51.160.237.876,28, dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja

setclah perubahan Rp. 1.244.197.266.585,57

2. realisasi Rp. 1.193.037.028.709,29

sclisih lebih/(kurang) Rp. 51.160.237.876,28

selisih anggaran dengan realisasi surplus/{defisit)
sctelah pcrubahan sejumlah Rp.(24.592.708.523,31),
dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran surplus/{defisit)
sctelah perubahan Rp. (15.805.114.609,57)
2. realisasi Rp 8.787.593.913,73
sclisih lebih/(kurang) Rp. (24.592.708.523,31)

d. selisih...















Agar sectiap orang mengeiahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannyva dalam
Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 21 Juli 2021 M

11 1ot 1 144 1

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 21 Juli 2021 M
11 Dzulhijjah 1442 1
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